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BAB V 

PENUTUP  

a. Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan hukum kekerasan terhadap anak sudah di jalankan 

sesuai dengan Undang-Undang sebagai dasar hukum. Perlindungan 

lainnya juga dilakukan seperti pelayanan hukum dengan memberikan 

pengacara kepada korban untuk kepentingan hukum korban, pelayana 

medis kepada korban yang mengalami luka fisik, dan layana psikologis 

bagi korban yang mengalami depresi, trauma, cemas dan lainnya untuk 

memulihkan keadaan korban seperti semula. 

2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor perhambat dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap 

anak, yaitu : pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporka 

terjadinya kekerasan pada anak ke pihak yang berwenang dan orang tua 

yang sulit untuk percaya pada persepsi anak. Kedua, kurangnya data anak 

yang menyebabkan sulit dilakukannya penanganan medis karena anak 

tersebut tidak memiliki BPJS/JAMKESMAS. Ketiga, kurangnya alat 

bukti dan juga faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan di 

bawah umur, para pihak berwenang tidak berani mengambil tindakan 

sebab lawannya adalah tokoh adalah setempat. 
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b. Saran 

1. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPA belum maksimal, 

penting bagi Lembaga Perlindungan Anak untuk mengedukasi 

masyarakat agar segera melapor jika terjadinya tindak kekerasan.  

2. Seharusnya Lembaga Perlindungan Anak dapat melakukan upaya 

Restorative Justice sampai tuntas, sehingga tidak semata-mata langsung 

menyerahkan ke Pengadilan padahal masih bisa di upayakan dengan cara 

kekeluargaan.  
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